
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLlK INDONESIA
NOMOR AHU-0074700.AH.Ol.07.TAHUN 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN HPI

I Menlmbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan NONIH KURNIASIH. SH. sebagal Penggantl dari
Notaris IRWAN SANTOSA. SH • sesuai salinan Akta Nomor 1585 Tanggal 22
September 2016 yang dibuat oleh NONIH KURNIASIH. SH tentang Pengesahan
Badan Hukum Perkumpulan HPI tanggal 29 September 2016 dengan Nomor
Pendaftaran 6016092931102165 telah sesual dengan persyaratan pengesahan
Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan HPI;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

I KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULANHPI
Berkedudukan dl KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, sesuai sallnan Akta Nomor
1585 Tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh NONIH KURNIASIH. SH yang
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASIJAKARTATIMUR.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.KEDUA

Ditetapkan di Jakarta. Tanggal 29 September
2016.

a.n. MENTERIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLlKINDONESIA

DIREKTURJENDERALADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

•
1itJIrfo~

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

I DICETAKPADA TANGGAL 29 September 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLlK INDONESIA
NOMOR AHU-0074700.AH.Ol.07.TAHUN 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN HPI

1. Susun an Organ Peri<umpulan
NAMA

I

I
I

ERWAN MAULANA
BUDI TRIONO
SRI SURYANI
HEBEN EZER
DRS. TAYASMEN
HATIGORAN II TAMBUNAN
OSVIAN PUTRA
SUHARDI
M. MUDHI UDDIN

NO i ORGAN JABATAN
KTP/PASSPORT !PERKUMPULANI

3175070501660010 PENGURUS
3273220412600004 PENGURUS
3275125509600001 PENGURUS
3674011201650004 PENGAWAS
3175023108670003 PENGAWAS
3171052803590001 PENGAWAS
1471060609720001 PENGAWAS
7306070909720011 PENGAWAS
3471081505620001 PENGAWAS

KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

Dltetapkan dl Jakarta, Tanggal 29 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLlK INDONESIA

DIREKTURJENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

•

~fo~
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DlCETAK PADA TANGGAL 29 September 2016
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